
GUBERNTJR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBER"TTUR L.IIJIIPUNG
I{oMoR, G I /,1-/ lB.o7 l,tlrl 2ol25

TENTAITG

PENETAPAIT XEBUTTIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PSIKOLOG XLIIYIS PEMERINTAH PROVINSI I.JTUPI'NG

GT'BERNUR L,I\MPUNG,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O2O tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

8/604 I /M.SM .OI.OO I 2024, hal Persetujuan Kebutuhan
28 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Provinsi l,ampung, tangga-l 17 Desember 2024, perlu
menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsiond Psikolog
Klinis Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kati teralhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahw 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/ 11/M.PAN/S/2008 tentang
Jabatan F\rngsional Psikolog Klinis dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O23
tentang Jabatan F ungsional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Ta}rr:n 2Oll
tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2Ol1
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2Ol2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Da-lam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja;

lO. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
9 Tahwr 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, T[rgas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor I Tahun 2024;

1. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : PT.O l.O2l F.Vl I 2893 / 2024, hal Rekomendasi
Jabatan F\rngsional, tanggal 19 Juli 2024;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

8/6041/M.SM.OL.OOl2024, hal Persetujuan
Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Provinsi l,ampung, tanggal 17 Desember
2024;

I(EPUTUSAI{ GI'BERITUR TENTA"ITG PEI{EtrAPAX
KEBUTI'HAN JABATAIT FUI|GSIOI|AL PSIKOLOG
KLIIUS PEUERINTAII PROVINSI IIIUPUIIG.

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Psikolog
Klinis Pemerintah Provinsi Lampung dengan rincian
kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I dan
lampiran II Keputusan ini.

Penetapan Kebutuhan Jabatan F\rngsional Psikolog Klinis
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi
pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang
Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam
rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

Memperhatikan

. Menetaokanv

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:



KETIGA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal //-2- 2025

Pj.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jal€rta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birola-asi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspelrrtur Provinsi Lampung di Bandar lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi I ornpung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Selrretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

,
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LAMPIRAN I :

RINCIAIT KEBUTT'HAX JABATAIT FT'ITGSIONAL
PSIKOLOG KLINIS PEMERINTAH PROVIISI LIIUPT'NG

IN

Pj

NO NA.DIA JABATAN KEBUTT'IIAN

1
Runah Satlt Umum Daerah
Dr H Abdul Moeloek Proviaai Lanpung
Psikoloe Ifinis Ahli Pertama 2 Orang
Psikolog Klinis Ahli Muda 1 Orang
Psikolog Klinis Ahli Madya 1 Orang

2 Rumah Sahit Jiwa Daerah Provlngl Lampung
Psikolog Klinis Ahli Pertama 5 Orang
Psikolog Klinis Ahli Muda 1 Orang
Psikolog Klinis Ahli Madya I Orang

Jumlah 1 I Orang

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR, G/ /fl^/8.o7/HKl2o25
TANGGAL:. Il -r- 2025
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LAMPIRAN II : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : cl /J'/ lB.o7 lHKl2025
TANGGALT l1 -?-2025

2.1 PETA TIABATAIT T'InTGSIOI|AL PSIXOL(X} KLIIIIS
RT'UAII SAXIT I'UUU DAERAII DR. H. AADT'L UOEI,OEI( PROVIIYSI L,AUPI'ITG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

KelompoL Jebetan Fungrlond
IYama Jabatan

2 OrangPsikolog Klinis Ahli
Pertanna
Psikolog Klinis AhIi
Muda

I Orang

1 OrangPsikolog Klinis Ahli
Madya

Wakil Direktur

Kebutuhan
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2.2 PEAA JABATAI{ FI'NGSIONAL PSIKOIPG KLIilIS
RI'TIAII SAXIT JIWA DAERAII PROVTTSI I,AUPI'NG

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI I.,AMPUNG

Kelompok Jabatan Fuag:lond
Nama Jabataa Kebutuhan

Psikolog Klinis AhIi
Pertama 5 Orang

Psikolog Klinis Ahli
Muda I Orang

Psikolog K1inis Ahli
Madya I Orang

BIDANG

BAGIAN

E. GUBERITUR


